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TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

a.

MILIK PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna Tanah dan/atau Bangunan, perlu diatur mengenai Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam
huruf u.” perlu menetapkan Peraturan Walikcta Bandung tentang
Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

Undahg-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-{/ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang ...



14.

19.

21.

23.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan
Ratas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung dengan
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bandung:

I‘craturan Pemerintah Normor 58 Tahun 2005 tenang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum
scbagaimana telah diubal dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah NDaerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam: Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Bandung;

Peraturan’ Dacrah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03
‘Tahun 2006;

Peraturan: Dacrah Kota Bandung Nomor 07 ‘Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tent ng
Pengelolaan Barang Milik Dacrah;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentanig Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

o

()

0.

9.

10.

14.

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Walikota adalah Walikota Bandung.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintan Dacrah.

Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang
adalah  Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Pengeiolaan Asset adalah Bagian Pengelolaan Asset pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung. -

Kepala Bagian Pengelolaan Assct adalah Kepala Bagian Pengelolaan Assct
pada Sckretariat Dacrah Kota Bandung.

Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang

adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan Pengguna barang milik
dacrah.

. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperolch

atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau
ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuaii vang dan surat-
surat berharga lainnya.

_Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian

dengan mana Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk
memberikan hak sewa tanah dan/atau bangunan kepada pihak Penyewa,
sclama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak
Penyewa disanggupi pembayarannya.

_Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat (NJOP) adalah harga rata-

rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOF ditentukan me'alui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan taru,
atau NJOP pengganti.

Nilai Koefisien adalah suatu bilangan pokok yang ditetapkan herdasackan
kualifikasi peruntukan pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik
Pemerintah Daerah berkisar antara 0.1% (satu persepuluh persen) sampai
dengan 3% (tiga persen).

BAB ...



BAB I
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2
(1) Objek sewa tanah dan/atau bangunan meliputi :
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang
kepada Walikota:
b. sebagian tanak dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh
pengguna barang.

(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemanfaatan untuk :

a. sarana peribadatan murni yaitu sarana yang dipergunakan untuk Mesjid,
Gereja. dan tempat peribadatan agama lain yang tidak bernaung di bawah
pengelolaan yayasan:

b. sarana sosial seperti Sekolah, Yayasan, Rumah Sakit, Koperasi,
Perkantoran Pemerintah Non Pemerintah Daerah;

¢. rumah tinggal;
d. usaha yang meliputi lokasi Industri, Pertokoan, Bidang fasa, Perkantoran
swasta, Badan Usaha Milik Necgara/Badan Usaha Milik Daerah, Pompa

Bensin, Rumah tinggal yang dikontrakan dan Sarana Sosial yang
dikontrakan/dikerjasamakan dengan pihak lain;

e. penanaman utilitas umum yang berada baik dipermukaan maupun di
dalami tanah terdiri dari :

1. bak kontrol dan gardu listrik/telepon;

2. tiang listrik dan tiang telepon:

3. tiang reklame/billboard dihitung berdasarkan meter;

4. kabel telepon, kabel listrik. dan fiber optic dihitung berdasarkan meter.
{ bangunan milik Pemerintah Dacrah. '

(3) Pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud pada uyat (2), dalam
pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perizinan.

Pasal 3

(1) Subjek perjanjian sewa menyewa adaiah Pemerintah Daerah dengan pihak
penyewa.

(2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. warga negara Indonesia;

b. instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau badan hukum atau badan
usaha lainnya yang didirikan ~menurut hukum Indonesia serta
herkedudukan di Indonesia;

warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia;

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan resmi di Indonesia.

BAB ...



BAB 1N
JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA

Pasal 4

(1) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan milix Pemerintah Daerah, paling
lama 5 (iima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait yang mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK),
dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

(3) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan da'am surat
perjanjian sewa menyewa.

Pasal 5
(1) Pihak penyewa yang tclah mengadakan perjarijian sewa menyewa dikenakan
biaya sewa.

(2) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dimuka sesual
dengan jangka waktu penyewaan.

(3) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
memperhatikan jenis peruntukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), dan NJOP setempat dan/atau NJOP yang berlaku di sekitar
objek tanah dan/atau bangunan.

(4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah NJOP yang berlaku 1
(satu) tahun sebelum ditetapkannya biaya sewa.

(5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan dacrah dan disetor ke kas daerah.

(6) Pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilakukan
pada saat penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa oleh para pihak.

Pasal 6
Besaran biaya sewa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5. ditetapkan pertahun scbagai berikut '
a4 untuk sarana peribadatan murni :
0.1 % x NJOP x Luas Tanah.

b. untuk sarana sosial seperti Qekolah, Yayasan, Rumah Sakit, Koperasi,
Perkantoran Non Pemerintah Daerah :

0.3 % x NJOP x Luas Tanah.
¢. untuk rumah tinggal :
0.5 % x NJOP x luas Tanah.

d. usaha yang meliputi lokasi Industri, Pertokoan, Bidang Jasa, Perkantoran
Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Pompa
Bensin, Rumah tinggal yang dikontrakan, dan Sarana Sosial yang
dikontrakan/dikerjasamakan dengan pihak lain : '

1 % x NJOP x Luas Tanah.

e. penanaman utilitas umum yang berada di permukaan maupun di dalam tanah
terdiri dari @ .

1. untuk ...



f.

6

1. untuk bak kontrol dan gardu listrik/telepon dihitung : 1% x NJOP x Luas
Tanah;

2. tiang listrik dan tiang telepon sebesar Rp. 300,00 (Tiga Ratus Rupiah) per
tiang;

3. untuk Reklame/Billboard :
sebesar 1% x NJOP x Luas bidang Reklarne.
untuk pemakaian bangunan :

3 % x NJOP Bangunan x Luas Bangunan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Tanah dan/atau Bangunan yang sudah diserahkan
oleh Pengguna Barang kepada Walikota

Pasal 7

(1) Pelaksanaan sewa aias Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang, setelah
status penggunaannya ditetapkan oleh Walikota dan mendapatkan persetujuan
Walikota.

(2) Bagan alur proses persetujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran | merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan sewa scbagaimana dimaksud dalam Pasai 7, harus
mengikuti ketentuan sebagai berikut :

.

pihak penyewa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang hendak
menyewa tanah  dan/atau  bangunan milik  Pemerintah  Daerah. harus
mengadakan perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam surat
perianjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas
nama Walikota dengan pihak penvewa;

untuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang up. Kepala Bagian Pengelolaan
Asset;

untuk pemohon perpanjangan sewa, maka surat permohonan terfulis
scbagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga)
bulan sebelum surat perjanjian sewa imenyewa tanah dan/atau bangunan
berakhir;

proses permononan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian
sewa menyewa. disclesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua
puluh) hari kerja;

Pasal ...



Pasal 9

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, melalui tahapan sebagai
berikut :

d.

pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Permohonan
dan melengkapi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan
lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Pengelolaan Asset;

Bagian Pengelolaan Asset memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir
Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan
akan dilanjutkan ketahapan berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan
kekurangan maka Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan aken
dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangen
persyaratannya;

Formuli Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan yang benar dan lengkap
akan ditindaklanjuti dengan survey lokasi, pembuatan gambar situasi,
penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi,
apabila lokast yang dimohon (idak sesuai dengan peruntukannya maka
permohonan ditolak;

Bagian Pengelolaan Asset selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa
menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumentasi
Persyaratan, hasii survey lokasi. gambar situasi dan surat rekomendasi untuk
ditandatangani oleh Pengelola Rarang atas nama Walikota dengan pihak
penyewa:.

dalam hai permohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban
penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima;

apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya surat perjanjian
sewa menyewa masih tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang surat
perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat
perjanjian sewa menyewa terscbut tidak berlaku lagi, selanjutnya pihak
penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Bagan alur proses sewa menyewa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam
Lampiran 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1)

(2)

Bagian Kedua

Schagian Tanah dan/atau Bangunan yang masih
dipergunakan oleh Pengguna Barang

Pasal 11

Pelaksanaan sewa atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna barang
setclah mendapat persetujuan Pengelola Barang, yang status penggunezannya
ditetapkan teriebih dahulu oleh Walikota.

Bagan alur proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Pasal ...



Pasal 12

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus
mengikuti ketentuan sebagai berikut :

.

d.

pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang hendak
menyewa  tanah  dan/atau bangunan milik  Pemerintah  Daerah, harus
mengadakan  perjanjian sewa menyewa yang  dituangkan dalam surat
perianjian sewa menycwa ditandatangani oleh Pengguna Barang atas nama
Pengelola Barang dengan pihak penyewa;

untuk mengadakan perjanjian scwa menyewa sebagaimana dimaksud pada
hurut a, penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola
Barang melalui Pengguna Barang;

untuk pemohon perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis
sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga)
bulan sebelum surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan

berakhir;
proses perjanjian sewa menycwa harus diselesaikan selama 20 (dua puluh)
hari keria setelah permohonan tertulis disetujui Pengelola Barang.

Pasal 13

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, melalui tahapan sebagai
berikut :

a.

pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Permohonan dan
melengkapi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan dengan benar dar lengkap,
selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang;

perngguna barang memeriksa kcbenaran dan kelengkapan Formulir
Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan
akan dilanjutkan ketahapan berikutnya, apabila masih teraapat kesalahan dan
kekurangan maka Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan akan
dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan
persyaratannya;

Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang benar dan lengkap akan
ditindaklanjuti dengan survey lokasi, pembuatan gambar situasi, penetapan
lokasi sesual peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi
yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak;

pengguna barang selanjutnya membuat surat perjanjian sewa menyewa dengan
dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumen Persyaratan, Hasil Survey lokasi,
Gambar Situasi, dan Surat Rekomendasi untuk ditandatangani oleh Pengguna
Barang atas nama Pengelola Barang dengan pihak penyewa;

dalam hal permohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban
penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima;

apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya surat perjanjian
sewa menyewa tanah dan/atau bangunan, penyewa tidak mengajukan
perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap tclah
mengundurkan diri dan surat perjanjian sewa menyewa tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Bagan alur proses sewa menyewa sebagian Tanah dan/atau Bangunan oleh
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13
tercantum dalam [ampiran [l mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
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Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Permohcnan Sewa

Pasal 15

Permohonan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan :

I

!‘\)

(S

0.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keiuarga (KK) yang
masih berl_aku.;

foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

folo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

foto copy pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir;

Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau
Akta Notaris;

surat-surat lain yang ada kaitannya dengan sewa tanah dan/atau bangunan.

b. untuk Pemohon vang mengajukan perpanjangan sewa harus melampirkan :

I

o

0.

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang
masih berlaku;

foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan/Surat 1zin
Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan;

foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

Surai Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan/atau  Surat Tanda
Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta
Notaris;

foto copy bukti pembayaran Sewa Tanah dan/atau Bangunan terakhir;

surat-surat - lain  yang ada kaitannya dengan Sewa Tanah dan/atau
Bangunan.

¢. untuk Pemohon yang mengajukan Balik Nama Sewa dengan melampirkan :

l.

w1

[oto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang
masih berlaku;

foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan/atau Surat Tanda
Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta
Notaris;

foto copy Akta Peralihan Hak yang dibuat dihadapan Notaris/Camat
apabila terjadi mutatis mutandis atas bangunan dan/atau perolehan hak
atas tanah;

foto copy Surat Keterangan Ahli Waris;
foto copy bukti pembayaran Sewa tanah dan/atau bangunan terakhir;

surat-surat lain yang ada kaitannya dengan tanah dan’atau bangunan.

Pasal ...
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Pasal 16
Permohonan  sewa atas sebagian ‘Tanah dan/atau  Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
a. untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan :
I. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

L) N

foto copy Surat Pemberitaliuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda
Terima Sctoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;

4. surat-surat lain yang ada kaitannya dengan Tanah dan/atau Ban:gunan.

b. untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa dengan melampirkan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan/Surat Izin
Pemakian Tanah dan/atau Bangunan;

4. foto copy Sutat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda
Terima Sctoran (ST1S) Pajak Buini dan Bangunan (PBB) terakhir;

5. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB);
6. {oto copy bukti pcmbayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir;

7. surat-surat lain yang ada kaitannya dengan tanah dan/atau bangunan.

BABV
IST SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 17
Surat perjanjian sewa  menyewa vang  diatur - dalam  Peraturan  ini.  harus
memuat :
a. data tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang disewakan;
b. hak dan kewajibuan dari kedua belah pihak;
¢. jumlah/besarnya biaya sewa yang harus dibayar oleh penyewa:
d. jangka waktu sewa menyewa;
¢. sanksi;
f. ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan
penggunaan tanah dan/atau bangunan yang disewakan kepada pihak penyewa;

2. scgala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan
tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah ditanggung oleh pihak
penycwa.

Pasal 18
[si surat perjanjian sewa menyewa memuat larangan kepada pihak penyewa :
a. mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
dan seizin Pengelola Barang;
b. mengontrakan dan menjaminkan bangunan yang menjadi milik pihak

penyewa yang berdiri di atas Tanah Milik Pemerintah Daerah kepada pihak
lain tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari Pengelola Barang;

3 mengubah
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¢. mengubah fungsi/peruntukan objek sewa sehingga bertentangan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tatz Ruang Kota (RTRK),
dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tanpa sepengetahuan dan
seizin Pengelola Barang;

d. mengubah dan/atau menambah Bangunan Milik Pemerintah Daerah tanpa
sepengetahuar dan seizin Pengelola Barang;
¢. mengontrakan dan menjaminkan objek sewa kepada pihak lain.

Pasal 19

(1) Sanksi dalam surat perjanjian scwa menyewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf e memuat pengenaan sanksi sebesar 2 % (dua perseratus) sefiap
bulan keterlambatan dari biaya sewa terhutang, apabila pihak penyewa tidak
membayar bizya sewa tepat waktu dan/atau kurang dari yang telah ditetankan.

(2) Dalam hal Penyewa Tanah dan/atau Bangunan keberatan membayar denda
dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan permobonan keberatan
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk dan isi surat perjanjian scwa menyewa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 17. Pasal 18 dan Pasal 19, tercantum dalam Lampiran [V, Lampiran V,
[ampiran V1. dan Lampiran VII mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB VI

PEMBATALAN/PENCABUTAN
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 21

Surat  perjanjian ‘sewa menyewa Tanah dan/atau  Banugunan dapat

dibatalka.a/dicabut apabila : ’

a. pihak penyewa melanggar isi sural perjanjian sewa menyewa;

b. pihak Pemerintah Dacrah membutuhkan tanah dan/atau bangunan untuk
dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum;

¢. pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah
dan/atau bangunan; -

d. pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain
tanpa sepengetahuan dan seizin Pengelola Barang.

Pasal 22

(1) Pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah dan/atau Bangunan yang
discwanya tersebut  kepada  pihak  Pemerintah Daerah dengan tidak
mengajukan tuntutan/klaim apapun apabila tanah dan/atau bangunan tersebut
diperlukan oleh pihak Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan
dan/atau kepentingan umum.

(2) Dalam hal pinak Pemerintah Dacrah memerlukan Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak Pemerintah Daerah akan
memberitahukan kepada pihak penyewa 6 (enam) bulan sebelumn pelaksanaan

dimulai.

(3) Pihak ...
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(3) Pihak penyewa harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya
dengan beban biaya pembongkaran ditanggung olch penyewa, schingga pada
saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula
(kosong).

(4) Bilamana pihak penyewa sampai waktu yang telah ditentukan tidak
melaksanakan ketentuan pada ayat (3), pihak Pemerintah Daerab akan
memberikan surat peringatan pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama.

(5) Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan
pembongkaran yang ketiga (terakhir) pihak penyewa tetap tidak melaksanakan
ketentuan pada ayat (4), maka akan dibongkar oleh pihak Pemerintah Daerah
dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada pihak penyewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

Pihak penyewa wajib memenuhi semua persyaratan dan melunasi biaya yang
timbul akibat pemaxaian tanah dan/atau bangunan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dan surat izin
pemakaian tanah dan/atau bangunan yang sudah ada dan masih berlaku
sebelum ditctapkan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
habis masa berlakunya.

(2) Surat perjanjian sewa menycwa tanah dan/atau bangunan dan surat izin
pemakaian tanah dan/atau bangunan yang sudah berakhir masa berlakunya
dan belum mengajukan permohonan perpanjangan sebelum ditetapkannya
Peraturan ini, harus :

4. membayar biaya sewa bescrta dendanya scsuai dengan isi surat perjanjian
sewa menyewa tanah dan/atau bangunan dan/atau surat izin pemakaian
tanah dar/atau bangunan; dan/atau

b. mengosongkan tanah dan/atau bangunan dan menycrahkan ker.ada
Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal objck sewa tanah dan/atau bangunan yang belum discrahkan oleh
Pengguna Batang kepada Walikota namun sudah disewakan, dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan Pengguna Barang scgera menyampaikan usul
penggunaan: - untuk ditetapkan status penggunaannya dan mendapat
persetujuan dari Walikota paling lama 6 (enam) bulan dengan berpedoman
pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor
1345 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...
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Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 November 2008

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 ' ovember 2008

SEKRETARJS DAERAH KOTA BANDUNG,

(7 .

%N Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
© " .7 Pembina Utama Muda
- NIP.010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 41



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR  :823 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008

BAGAN ALUR PROSES PERSETUJUAN ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DAN SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG AKAN DISEWAKAN

KEPALA SKPD SELAKU
PENGGUNA BARANG

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PENGELOLA BARANG

WALIKOTA SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLA BARANG

—
[

Melaporkan daftar tanah dan/atau
bangunan yang diterima SKPD
untuk ditetapkan status
penggunaannya

Daftar tanah den/atau bangunan yang
dipergunakan SKPD untuk menunjang

- ditetapkan status penggunaannyi

Meneliti laporan daltar ianah dan/atau bangunan
dan mengajnkan vsul penggunaan barang untuk

yang tidak dipergunakan SKPD untuk

[ —

(

1
Penetapan status penggunaan tanah
dan/atau bangunan yang dipergunakan
SKPD untuk menunjang Tupoksi dan

menunjang Tunoksi.

Tupoksi.

Daltar tanah dan/atau bangunan yang
tidak dipergunakan SKPD untuk
menunjang Tupoksi.

Daltar schagian tanah dan/atau bangunan
yang dipergunakan SKPD untuk
menunjang Tupoksi yang akan
disewakan untuk mendapat persctujuan
Pengelola Barang.

—

Daflar scbagian tanah dan/atau bangunan ]
yang tidak dipergunakan SKPD untuk
menunjang Tupoksi yang akan disewakan,

Daflar tanah dan/atau bangunan vang tidak
_ [dipergunakan SKP’D untuk menungang Tupoksi.

g/, ]

Persctujuan tanah dan/atav bangunan yang tidak
dipergunakan SKPD untuk menunjang Tupoksi,
untuk disewakan olch Pengelola Barang.

»

—

Daltar tanah dan/atau bangunan yang tidak
diperguniakan SKPD untuk menunjang Tupoksi
untuk disewakan olch Pengelola Barang.. <

|\ o

e ]

Tupoksi vang akan disewakan

————

.

Persetujuan sehagian tanah dan/atau bangunian
yang tidak dipergunakan SKPD untuk menunjang

———

LR

-

Pembina Utama Muda

RETARIS IYAERAH KOTA BANDUNG;
i

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

DADA ROSADA



LAMPIRAN [i : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

. 828 TAHUN 2008

NOMOR
TANGGAL : 17 November 2008
BAGAN ALUR PROSES SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PENGELOLA BARANG
: PENGELOLA
F BAGI YENGEELOLL SSET I S :
[ E,MOH()N BAGIAN PENGEELOLAAN ASSE'] DISTARCIP BARANG WAKTU
Permohonan dan Mcnerim.a dan
kelengkapan memeriksa 1 hari
persyaratan perkas
Pencatatan, pencetakan gambar
hisagka situasi dan penelitian status
~ tanah
Mgl < Tidaﬂ_1 Data ,
persyaratan 8 hari
L ] +
Penjadwalan,
pemeriksaan N ‘
lavanean dan _| Tim survey dan
AphEA rckomendasi
rapat
Xoordinasi
____________ D L]
l Drafl surat
perianjian 5 hari

-— - - —— . ———

Surat
penolakan

Sesual

Draft surat

penolakan

b - — - — . ———

Penandatangan
surat penolakan

''''''''' -1

Surat perjanjian

Penomoran surat

Penandatangan
surat perjanjian

sC¢wa menyewa

perjanjian sewa
menyewa

e T jEp—— .

Penyerahan surat
perjanjian sewa

sewa menyewa

menyewa

Pembayaran

v

sewa

4 hari

| hari

'
~

Pengarsipan g
C «

. JSP;(\(&FIZK,:R(E{\D ERAH KOTA BANDUNG,

Dr, H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



LAMPIRAN [11: PERATURAN WALIKOTA IFANDUNG

NOMOR : 828 TAHIUN 2008
TANGGAL, : 17 November 2008

BAGAN ALUR PROSES SURAT PERIANJIAN SEWA MENYEWA
SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PENGGUNA BARANG

PEMOHON PENGGUNA BARANG DISTARCIP WAKTU
Permohonan dan Menerima dan
kelengkapan memeriksa 1 hari
persyaratan berkas
Pencatatan, pencetakan gambar
<"°"g“"lp ™ situasi dan penelitian status
tanah
Melengkapi =
gRapt [ Tidak I .
persyaratan L 8 hari
Penjadwalan,
pemeriksaan -
| d I'im survey dan
apangan dan ;
pangt rekomendasi
rapat
koordinasi
l Dratt surat
™~ perjanjian 5 hari
SCSU3>———> sewa menyewa
. ~
R —— PR e e — e - —— — - — . — — - — - —— . — - — - — - ~
I Tidak '4_.____
Surz —: Penandatangan
Su;‘«t I Draft surat i ali
: K » sura! penolakan
penolakan penolakan penola
4 hari
Penandatangan
surat perjanjian
Sewia menyewadd
i e e i et i m e e S R i , SO |y e paep .
Penomoran surat
perjanjian sewa | hari
) menyewa
o i st s e i 1 e R R l.. _______ B B RS
Surat perjanjian Penycerahan surat
sewa menyewa (< perjanjian sewa
menycwa .
e 1 hari
Pembayaran
sewa
:
C Pengarsipan

WALIKOTA BANDUNG,

) SEKRETARIS:D ERAH KOTA BANDUNG, TTD

DADA ROSADA

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembhina [ Itama Muda



[ AMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR  : 828 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN

TENTANG
SEWA MENYEWA TANAH

Pada hari ini, ......... tanggal ...... bulan ....... TaHUL. .. . o 15 ssssmasiing s o5 8 vumn (coim eemenen ),
yang bertandatangan di bawah ini : '

I . Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan
Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nornor
................................ tanggal ................

tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris
Dacrah Kota Bandung, jo Keputusan Walikota
Bandung Nomor .................. tanpEal consens
(tentang  pengangkatan  Sekretrais  Dacrah
sehagai Pergelola Barang Milik Daerah) daiamn
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Bandung, berkeducdukan di
Bandung, Jalan Wastukancana Nomor 2,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

I1. . Tangga! lahir ............, pekerjaan ........ ,
bertempat tinggal di ... RTIRW  ..::... ,
Kelurahan . cccmecina s Kecamatan ..............
Kabupaten/Kota .................. , selanjutnya

discbut PIHAK KEDUA
atau

Direktur Utama PT/ /Ketua Yayasan/Koperasi*)

........................... berdasarkan =~ Akta
Pendirian Perseroan Terbatas/Yayasan/Koperasi
*) Nomor ... tanggal .......... bulan .........
tahun  ....oooiinnn (....-...=200...) yang
dibuat dihddapan  secseierssenrecomacnaaciins ;
Sarjana Hukum, Notaris di ................ , oleh
karcnanya sah bertindak untuk dan atas nama
Dircksi mewakili P"I'/Yayasan/Koperasi

.......................... yang akta pendirian mana



telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana
disahkan oleh Menteri Kehskiman Republik

Indonesia tertanggal ... bulan ....... tahun ......
(e == e, ) Nomor ........ccooovvviii... 5
Berkedudukan di ......... Nomor ......... )

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
atau

Direktur Utama BUMN/ BUMD ............... ,
berdasarkan  Keputusan  ............... Noraor
.......... Tanggal ......... tentang pengangkatan
Dircksi BUMN/BUMD, oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili
BUMN/BUMD ................... , berkedudukar
| , Nomor ..... selanjutnya
discbut PIHAK KEDUA™

Dengan Memperhatikan :

1.

o

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersik dan
Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daeran Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007; .

Peraturan Menteri Dalam Wegeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Feraturan Dacrah Kota Bandung Nomor 03 ‘Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja
Sama;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Bandung;: :

Pcraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sckretariat Dacrah Kota Bandung dan Sckretariat DPRD Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelclaan Barang Milik
Daerah; ’

Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa
Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Dacrah:

DILIA LV



—d

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:"

l.

o

(2)

(1

(2)

3)

Bahwa PIHAK KEDUA telal mengajukan pcrmohonah sewa kepada PIHAK PERTAMA
scbagaimana ternyata dalam ...

Bahwa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tindakan hukum pemanfaatan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas melalui mekanisme sewa
menyewa ini telah memperoleh persetujuan dari Walikota Bandung scbagaimana ternyata
dari Keputusan Walikota Bandung Nomor ............ tanggal ..... ... tentang .............. :

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana
termaksud di atas bersepakat untuk mengadakan sewa menyewa atas tanah yang terletak di

Jalan ............... Nomor .......... Kelurahan .................. , Kecamatan .................. 5
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat ...............
Nomor ............ Tahun ...... Tanggal .................., dan selanjutnya PFTHAK PERTAMA

dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan memakai ketentuan-ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut :

BAB |
POKOK PERJANIJIAN
Bagian Kesatu
Objek Sewa Menyewa
Pasal |

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK
KEDUA menerima menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa : .

- Tanah hak ....c... SElUAS woiviiaenns m? yang terletak di Jalan .................
Nomor ...... RT....... RW. ...... Kelurahan ..............., Kecamatan ................... s
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat
Hak............,atasnama ............... Tanggal ...ivoveeiss :

berikut fasilitas-fasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari Tanah .................
tersebut. yaitu ... e emvtrn e e ARSI %1 8 e IS K R RS v

Sewa menycwa tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dimaksudkan untuk
dimanfaatkan sebagai ...... TP
Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 2
Jangka waktu perjanjian sewa menycwa ini ditetapkan selama ......asisse Laonoes ) tahun
terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa menyewa ini, yaitu mulai tanggal ......
bulan ............... 3711121 ; I ( veme = i 3 woiwes ) sampai dengan tanggal ...... bulan
............... tahun ......... (.oo- ol - )

Surat Perjanjian Sewa Mcenycwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal | berakhir apabila :

a. Jangka waktu perjanjian scwa menyewa schagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,
atau;

b. Dilakukan peinbatalan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Dalam hal Surat Perjanjian Sewa Menyewa berakhir karena ketentuan pada ayat (2) huruf
a, berdasarkan kesepakatan Para Pihak., maka Surat Perjanjian Sewa Menyewa dapat
diperpanjang. dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus mengajukan .Surat Permohcnan
terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum

hi ianoka waktu Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
berakhirnya jang j P



(4)

()

Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakkirnya Surat Perjanjian Sewa
Menyewa, PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Permohonan perpanjangan, maka
PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkan diri dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa
tersebut tidak berlaku lagi.

Bagian Ketiga
Besaran Biaya Sewa dan Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

PIHAK PERTAMA membebankan kepada PIHAK KEDUA untuk membayar biaya sewa
atas objek sewa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan peruntukan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang jumlahnya
ditetapkan sebesar :
Untuk Tanah = % x NJOP Tanah x Luas Tanah /Tahun
> 4 PR — 00 (v rupiah)/Tahun.
Pembayaran  biaya sewa  olch PHIAK  KEDUA  kepada  PIHIAK  PERTAMA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sekaligus/seluruhnya pada saat
Surai Perjanjian sewa menyewa ini ditandatangani, yaitu pada tanggal ........... Bulan
............ tahun........( ... =..~....).

Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUJA disetor kepada Kas Daerah, dan foto copy
bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB [I
HAK DAN KEWAIJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kcesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pasal 4

Dalam Perjanjian sewa raenyewa ini, PIHHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

d.

(1)

(2)

Menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 3.
Menunjuk pejabat alau petugas untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan objek sewa

oleh PIHAK PERTAMA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
perjanjian scwa menyewa ini.

Memberikan Surat Peringatan kcpada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA
melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa dalam pelaksanazan Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

Bagian Kedua
[{ak dan Kewajiban Pihak Kedva
Pasal 5
Dalam jangka wakiu 6 (cnam) bulan sctelah Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini

ditandatangani, PIHAK KEDUA harus segera mempergunakan tanah tersebut sesuai
dengan rencana peruntukan scbagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).

PIIIAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pejabat atav Petugas yang ditunjuk dan/atau
ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan terhadap tanah yang
disewanya.

(3) PIHAK ...



(3)

(4)

(0)

(7)

PIHAK KIEDUA wajib memelihara. menjaga dan  mengambil langkah-langkah
pengamanan yang dianggap perlu dan bermanfaat terhadap tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA harus membuat tanda-tanda batas/patok secara jelas dan kuat beraasarkan
petunjuk dari PIHAK PERTAMA dan wajib memelihara tanda-tanda batas/patok tersebut
dengan baik sehingga tidak mengaburkan batas-batas tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA wajib membayar semua tagihan atas pemakaian fasilitas-fasilitas yang
menyatu dan menjadi bagian dari tanah seperti instalasi listrik, instalasi ledeng (PDAM)
serta saluran telepon selama masa sewa hingga satu bulan setelah masa sewa berakhir.

Apabila jangka waktu sewa mienyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telak
berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan bangunan objek sewa tersebut
dalam keadaan baik.

Menanggung scmua biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaar scwa
menyewa ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA diperbolchkan mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa dari PIHAK
PERTAMA dengan ketentuan :

d.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam
Pasal | ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
Rencana Tawa Ruang Kota (RTRK), dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK),
dan sesuai dengan rencana detail scbagaimana terlampir dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa ini;

Bangunan yang akan didirikan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)
dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

Memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

BAB II1
PEMBATASAN THAK SIEWA
Pasal 7

Selama masa sewa menyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIH.\K
KEDUA dilarang mengalihkan hak sewa kepade Pihak lain, baik sebagian maupun
seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Selama masa sewa menyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK
KEDUA dilarang mengontrakan atau menjaminkan objek sewa kepada Pihak lain, baik
sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK
PERTAMA.

PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan objek sewa sehingga bertentangan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK),
dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), baik sebagian maupun seluruhnya
tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Tanpa persctujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang untuk
membuat saluran air, melakukan kegiatan penggalian seperti menggali batu-batuan, tanah
liat dar/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalam tanah yang
disewanya.

BAB ...



(h

3)

(4)

3)

(4)

(3)

6

BAB IV
PEMBATALAN SEWA MENYEWA
Pasul 8
Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dibatalkan apabila : _
a. PIHAK XEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini. maka PIHAK PERTAMA dapat mernbatalkan
perjanjian secara sepihak.

b. PIHAK PERTAMA memerlukan tanah untuk dipergunakan bagi kegiatan
pembangunan dan/atau kepentingan umum.

c. PIHAK KEDUA atas kechendaknya sendiri menghentikan hak sewa tanah sebagaimana
dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimak:ud

pada ayat (1) huruf a, PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu memberikan peringatan

tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender seiak

peringatan pertama.

Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, PIITAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIIIAK KEDUA
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai.

Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya tersebut
secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal & maka
PIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan menyerahkan scluruh obyek sewa menyewa
kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama ...... € sccaanrpizinne ) hari
terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pembatalan diterima oleh masing-masing
pihak.

Apabila di atas tanah yang disewa tersebut terdapat bangunan yang menjadi milik PIHAK
KEDUA, maka PIIAK KLEDUA harus scgera melakukan pembongkaran bangunan
termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sehingga
pada saat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA kondisi objek sewa kembali pada
kcadaan semula (kosong).

Bilamana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA akan memberikan
Surat Peringatan Pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 15 (lima
belas) hari. o

Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Pembongkaran
yang ketiga (terakhir) PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka akan dilakukan pembongkaran oleh PITHAK PERTAMA
dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Semua kerugian akibat terjadinya pembatalan merupakan tanggung jawab sepenuhnya
masing-masing Pihak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-
masing pihak secara mutatis mutandis.

BAB ...



(3)

(1)

(2)

(2)

BAB YV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

Dalam rangka perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
scpakat untuk mecngesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-
/ndang Ilukum Perdata.

Apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar biaya sewa menyewa dan/atau membayar
biaya sewa kurang dari yang telah ditetapkan scbagaimana ditentukan dalam: Pasal 3, maka
akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya
biaya sewa yang terhutang.

PIHAK KEDUA dengan disertai alasan yang tepat dan dapat diterima, dapat mengajukan
permohcnan keberatan atas pengenaan denda keterlambatan kepada Walikota melalui
Pengelola Barang,

Apabila berdasarkan  penilaian PIHAK S PER TAMA, PIHAK KiiDUA terbukti telah
memberikan data dan keterangan yang tidak benar/palsu dalam rangka pengajuan
permohonan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini, maka PIHAK PERTAMA akan
memberikan peringatan tertulis kepada PIHTAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender scjak peringatan pertama.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) PIIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka PIHAK
PERTAMA dapat memutuskan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dan berhak mencabut
kembali hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sedangkan jika ada bangunan
milik PIHAK KEDUA yang dibangun di atas tanah sewa tersebut, maka oleh PIHAK
PERTAMA akan dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan PIHAK

PERTAMA berhak untuk menunjuk pihak lain yang akan menyewa tanpa mendapatkan
klaim/tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISTHAN

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perianjian
ini, maka kedua belah pihak sepakat menyclesaikan sccara musyawarah untuk mutakat.

Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ercapai
penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan
sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.

BAB VIi
KETENTUAN LAIN-LAIN
. Pasal 12

PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA scpakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan
berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK
PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun
terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak.

Pasal ...



Pasal 13

Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibebankan
kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
yang mempengaruhi perjanjian sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk mengadakan
perubahan-perubahan dan penyesuaian atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 15

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian olch kedua belah
pihak dalam surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa ini.

Pasal 16

Tentang Surat Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA memiliki tempat kediarnan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas IA Bandung.

Demikian Surat Perjanjian Sewa Menyvewa ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana
termaksud pada awal Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini. Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini
dibuat ‘dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing
berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu)
eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

1

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

i.  Nama Pihak Penyewa Pero-angan atau Badan Hukum;

i. Nomor Surat Perjanjian;

iii. Lokasi objek sewa;

iv. Komparisi disesuaikan dengan Pihak Penyewanya, untuk Perorangan cukup mencantumkan identitas diri
berdasarkan KTP, untuk Yayasan harus dilihat akta pendirian yayasan;

v.  Premis disesuaikar menurut apa yang akan diterangkan oleh para pihak terlebih dahulu;

vi. Misal : instalasi listrik, instalasi ledeng (PDAM) serta saluran telepon.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.

" Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333



| AMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR  : 828 TAHUN 2008
“ITANGGAL : 17 Noven ber 2008

SURAT PEERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN

NOMOR 5 v v e e mnmnea

TENTANG
SEWA MENYEWA TANALL DAN/ATAU BANGUNAN

Pada hari ini, ......... tanggal ...... pulan
yang bertandatangan di bawah ini :

L.

Sekretaris Dacrah Kota Bandung berdasarkan
Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor
..................... tanggal ................ tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah
Kota Bandung. jo Keputusan Walikota Bandung
NOAUE 505 05 s smmmmmr s tanggal  ::snsemnses
(tentang  pengangkatan — Sekretaris  Daerah
sehagai Pengeloia Barang Milik Daerah) dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Bandung. berkedudukan di
Bandung, Jalan Wastukancana Nomor 2,
sclanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Tanggal lahir ............ , pekerjaan ......... j
bertempat tinggal di ......... RT/RW ...... ,
Kelurahall .seosseeiiisns Kecamatan .... .......
Kabupaten/Kota .................. , selanjutnya

disebut PIITAK KEDUA
alat!

Dircktur Utama PT/ /Ketua Yayasan/Koperasi*)
........................ berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas/Yayasan/Koperasi*)
Nomor ............. 721470704 | R bulaif .......eu0
711 1101 ; S—————— (...-.. -...) vang dibuat
dihadapan  cosesaisrrommmmnvenss ..., Sar ana
[lukum, Notaris di  ......ooeene. , oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
Direksi  mewakili PT/Yayasan/Koperasi
.......................... , yang akta pendirian mana

telah ...



(clah  memperolch pengesahan dari  Menteri
Kchakiman Republik  Indonesia  sebagaimana
disahkan olch Menteri Kcehakiman Republik

Indonesia tertanggal ... bulan ...
tahun oo (o= o= i ) NOMOL . cnvoms s s 0 wmn s
Berkedudukan  di o Nomor ......... ,

sclanjutnya discbut PIHAK KEDUA.

atau

Dircktur Utama BUMN/BUMD ............... s
berdasarkan  Keputusan ...
NOMOT  ssaassnss Tanggal ......... tentang

pengangkatan Direksi  BUMN/BUMD, oleh
karcnanya sah bertindak untuk dan atas nama
Dircksi mewakili BUMN/BUMD ............ R
berkedudukan di ............ s NOIOT suswsmsessasoss
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA."

Dengan Memperhatikan :

l.

0.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang Bersth dan
I3ebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: -

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pcmerintahan
antara Pemerintah. Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota:

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Dacrah;

Pcraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja
Sama:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Nacrah Kota Bandung:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;

. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Dacrah:;

. Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa
Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Dacrah:

PIHAK ...



(o8]

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:”

| Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan pecrmohonan sewa kepada PIHAK PERTAMA
schbagaimana ternyata dalem...........o -

5 13ahwa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tindakan hukura pemanfaatan barang milik
dacrah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas melalui mekanisme sewa menyewa ini
tclah memperoleh persetujuan dari Walikota Bandung sebagaimana ternyata dari Keputusan
Walikota Bandung Nomor ............... tanggal ......... tentang ............ :

3 Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana termaksud
di atas bersepakat untuk mengadakan sewa menyewa atas tanah dan/atau bangunan yang

terletak  di Jalan ..o Nomor  .......... Kelurahan .......ciciiiiivens s
Kecamatan. ... s sssmsmsssssss comaoy Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat ......ccomemends NOMOT: swewsnsisssss Tahun ............ TangEal seompmsnie: ,

dan selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan
memakai ketentuan-kctentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB ]
POKOK PERJANIJIAN

Bagian Kcsatu
Objck Sewa Menyewa
Pasal |

(1) PlHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA
menerima menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa :

- Tanah hak ......... seluas ............ m? yang terletak di Jalan .................... Nomor
...... RT. ... RW. ... Kelurahan ................, Kecamatan ................., Kota
Bandung. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak .........
atas nama .......ooes e Tanggal ............:

dan/atau

- Bangunan .................. yang terdiri dari ............ (...... ) lantai. dengan luas bangunan
schesar ... m°’. yang kescluruhannya berdiri di atas Tanah Hak ...... SEHAAS, ¢ x4y s
m® yang terletak di Jalan ........c.oooooeeee. Nomor .. ... Kelutahan . s o sescssneny
Kecamatan .ooooovvevveeviin. Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat, sebagaimana
ternyata dalam Sertipikat Hak ... ..... atas nama ............ Tanggai ...... v

berikut fasilitas-fasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari Tanah dan/atau bangunan
.................. EETSEDUL, YAIIU <o ove e et

(2) Sewa menyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini
dimaksudkan untuk dimanfaatkan sebagai ..............oooiiiiiiiii

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa
Pasal 2

(1) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini ditetapkan selama ...... (o ) tahun terhitung
sejak ditandatanganinya Perjanjian sewa menyewa ini, yaitu mulai tanggal ...............
bulan ................. tahun ............ (- it IO S ) sampai dengan tanggal ............

(2) Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakhir apabila :

a. jangka waktu perjanjian sewa menyewa schagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,
ataus

b. dilakukan pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa sehagaimana diatur dalam Pasal 8.
(3) Dalam ...,



(3) Dalam hal Surat Perjanjian Sewa Mcnyewa berakhir karena ketentuan pada ayat (2) huruf a,
berdasarkan kesepakatan Para Pihak. maka Surat Perjanjian Sewa Menyewa dapat
diperpanjang, dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permohonan
terlebih dahulu  kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

(4) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Scwa
Menyewa, PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Permohonan perpanjangan, maka
PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkar diri dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa
tersebut tidak berlaku lagi.

Bagian Ketiga
Besaran Biaya Sewa dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA membebankan kepada PIIHAK KEDUA untuk membayar biaya sewa
aias objek sewa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan peruntukan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat (2) yang jumlahnya
ditetapkan sebesar :

a. untuk Tanah B i S5 % x NJOP Tanah x Luas Tanah /Tahun
RV, ocoriie 8530 0 QDo . . 2ssiontins ot 58 55 o5 sttt rupiah)/Tahun.
dan/atau:
b. untuk Bangunan = .ieeeee. Yo x NJOP Bangunan x .uas Bangunan/Tahun
Rp. ..o, 00 (oo rupiah)/Tahun.

Sehingga seluruh biaya sewa selama jangka waktu sewa yang harus dibayar oleh PIHAK
KEDUA adalah sebesar Rp. ................... 00 (e rupiak).

(2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan sckaligus/scluruhnya pada saat Surat Perjanjian
sewa menyewa ini ditandatangani, yaitu pada tanggal ......... bulan .......... tahun ......

RS T, |

(3) Pembayaran biaya sewa olech PIHAK KEDUA disetor kepada Kas Daerah, dan foto copy
bukti pembayaran tersebut diseiahkan kepada PIHIAK PERTAMA.

BAB I
HAK DAN KEWAIJIBAN PARA PIHAK

“Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pasal 4

Dalam Perjanjian scwa menyewa ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
a. menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 3.

b. menunjuk pejabat atau petugas untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan objek sewa oleh
PIHAK PERTAMA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian
sewa menyewa ini. '

¢. inemberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA
melanggar Ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

Bagian ...



Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban I'thak Kedua

Pasal 5

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini
ditandatangani, PIHAK KEDUA harus scgera mempergunakan tanah dan/atau bangunan
. tersebut sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).

(2) PIIAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pcjabat atau Petugas yang ditunjuk dan/atau
ditugaskan olch PIHAK PERTAMA daiam rangka pengawasan terhadap tanah dan/atau
bangunan yang disewanya.

(3) PIHAK KEDUA wazijib memelihara, menjaga dan mengambil langkah-langkah pengamanan
yang dianggap perlu dan bermanfaat terhadap tanah dan/atau bangunan yang disewanya.

(4) PIHAK KEDUA harus membuat tanda-tanda batas/patok secara jelas dan kuat berdasarkan
petunjuk dari PINMIAK PERTAMA dan wajib memelihara tanda-tanda batas/patok tersebut
dengan baik schingga tidak mengaburkan batas-batas tanah dan/atau bangunan yang
disewanya.

(5) PIHAK KEDUA wajio membayar semua tagihan atas pemakaian  fasilitas-fasilitas yang
menyatu dan menjadi bagian dari tanah dan/atau bangunan seperti instalasi listrik, instalast
ledeng (PDAM) serta saluran telepon sclama masa sewa hingga satu bulan setelah masa scwa
berakhir. “ |

(6) Apabila jangka waktu sewa rﬁenyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
berakhir. maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan bangunan objek sewa tersebut dalam
keadaan baik.

(7) Menanggung semua biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan sewa
menycwa ini.

Pasa! 6

PIHAK KEDUA diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa dari PIHAK
PERTAMA dengan ketentuan :

4. bangunan yang akan didirikan harus scsuai dengan peruntukan scbagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (2), dan tidak bertentangan dengon Rencana Tata Ruang Wilayah (RTR'WV),
Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK),
dan sesuai dengan rencana detail sebagaimana terlampir dalam Surat Perjanjian Scwa
Menycwa ini;

b. bangunan yang akan didirikan harus mempunyai Surat Izit Mendirikan Bangunan (SIMB)
dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

BAB 111
PEMBATASAN IHAK SEWA

Pasal 7

(1) Sclama masa sewa menyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK
KEDUA dilarang mengoperkan hak sewa kepada Pihak lain, baik sebagian maupun
seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA. ’

(2) Selama masa sewa menyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK
KEDUA dilarang mengontrakan atau menjaminkan objek sewa kepada Pihak lain, baik
sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengctahuan dan seizin tertulis dari PIHAK
PERTAMA. | '

(3) PIHAK ...
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(3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan objek sewa schingga bertentangan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), baik sebagian maupun seluruhnya tanpa
sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(4) Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang unt}lk
miembuat saluran air, melakukan kegiatan penggalian seperti menggali batu-batuan, tanah liat
dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalam tanah yang disewanya.

BAB 1V
PEMBATALAN SEWA MENYEWA

Pasal 8

(1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dibatalkan apabila :

PILIAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan

perjanjian secara scpihak;

b. PIHAK PERTAMA memerlukan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan tagi
kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum;

¢ PIIAK KEDUA atas kehendaknya sendiri menghentikan hak sewa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

d.

(2) Dalam hal terjadi pembata]axi Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan
pertama. '

(3) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam
jangka waktu 6 (¢nam) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai.

(4) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya tersebut secara
tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasai 9

(1) Dalam hal terjadinya pembataian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal §, maka
FIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan menycrahkan scluruh obyek sewa menyewa
kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama ...... (isasmsmassesiss ) hari
terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pembatalan diterima oleh inasing-masing pihak

(2) Apabila di atas tanah yang disewa tersebut terdapat bangunan yang menjadi milik PIHAK
KEDUA, maka PHIAK KEDUA harus scgera melakukan pembongkaran  bangunan
termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sehingga
pada saat diserahkan kepade PIHAK PERTAMA kondisi objek sewa kembali pada keadaan
semula (kosong). :

(3) Bilamana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidek melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). PPHAK PERTAMA akan memberikan Surat
Peringatan Pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 15 (lima belas)
hari.

(4) Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pcringatan Pemoongkaran
yang ketiga (terakhir) PIHAK KEDUA tetap tidak melaksakan ketentuan scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka akan dilakukan pembongkaran oleh PTHAK PERTAMA
dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Semua ...



(5) Semua kerugian akibat terjadinya pembatalan merupakan tanggung, jawab sepenuhnya
masing-masing Pihak, dan tiduk dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-
masing pihak secara mutatis mutandis.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

(1) Dalam rangka perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

(2) Apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar biaya sewa menyewa dan/atau membayar
biaya sewa kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasa! 3, maka
akan dikénakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya

biaya sewa yang terhutang.

(3) PIHAK KEDUA dengan disertai alasan yang tepat dan dapat diterima, dapat mengajul.an
permohonan keberatan atas pengenaan denda keterlambatan kepuda Walikota mel: lui
Pengelola Barang.

(4) Apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA terbukti telah
memberikan data dan  keterangan yang tidak benar/palsu dalam rangka pengajuan
permohonan Surat Perjanjian Scwa Menyewa ini, maka PIHAK PERTAMA akan

memberikan peringatan tertuiis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama.

(5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir sebagaiinana
dimaksud pada ayat (4) PIIIAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka PIHAK
PERTAMA dapat memutuskan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dan berhak mencabut
kembali hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sedangkan jika ada bangunan milik
PIHAK KEDUA yang dibangun di atas tanah scwa tersebut, maka olch PIHAK PERTAMA
akan dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan PIHAK PERTAMA berhak
untuk menunjuk pihak lain yang akan menyewa tanpa mendapatkan klaim/tuntutan apapun
dari PIHAK KEDUA.

BAB VI
"PENYELLISAIAN PEERSELISIHAN

Pasal 11

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
mengenai penatsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian 1ni,
maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai
penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan
sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12 .
(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA scpakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan
berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK
PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun
terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak.

Pasal ...



Pasal 13
Biaya yang berhubungan dengan pclaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibebankan
kepada PIHAK KEDUA. '

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
yang mempengaruhi perjanjian sewa menyewa ini. Para Pihak sepakat untuk mengadakan

perubahan-perubahan dan penyesuaian atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 15
Segala sesuatu yang belum diawr atau tidak cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah
pihak dalam- surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian sewa menycwa ini.

Pasal 16

Tentang Surat Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA memiliki tempat kediaman hukum yang tctap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas 1A Bandung.

Demikian Surat Perjanjian Sewa Menyvewa ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh
PILIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tangga! sebagaimana
termaksud pada awal Surat Perjanjian Sewa Menycwa ini. Surat Perjanjian Sewa Menycwa inj
dibuat dalam rangkap 4 (empat). dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing
berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjuinya 1 (satu)
cksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

' Nama Pihak Penyewa Perorangan atau Badan Hukum/Badan Usaha lainnya;

Nomor Surat Perjanjian;

[.okasi objek sewa; :

™ Komparisi disesuaikan dengan Pihak Penyewanya, untuk Perorangan cukup mencantumkan identitas diri
berdasarkan KTP, untuk Yayasan harus dilihat akta pendirian yayasan;

¥ premis disesuaikan menurut apa yang akan diterangkan olch para pihak terlebih dahulu;

¥ Jenis Bangunan Gedung/rumah tinggal/satuan rumah susun dan sertipikat disesuaikan dengan jenis bangunan;

v Misal : instalasi listrik, instalasi ledeng (PDAM) serta saluran telepon.

WALIKOTA BANDUNG,
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[ AMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR - 828 TAHUN 20908
TANGGAL : 17 November 2008

SURAT PERIANIIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN
NOMOR e
TENTANG
SEWA MENYEWA TANAL

"

Pada hari ine, ......... tanggal ........ bulan ... Tahun ... (coim cimn ),

yanz bertandatangan di bawah ini :

I s Kepala (SKPDY ....ovoaneninon cnmsmass s susassosss
berdasarkan  Keputusan  Walikota  Bandung
NOMOr ....ooevieiinian. tanggal ....c.mmme
tentang Pengangkatan sebagai Kepala SXPD, jo
Keputusan Walikota Bandung Nomor ............

tanggal ................ (tentang pengangkatan
Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang Milik
Daerah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan
di Bandung, Jalan Wastukancana Nomor 2,
sclanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

I1. o Tanggal lahir oo pekerjaan
bertempat tinggal di ......... RT/RW ........,
Kclurahan ... Kecamatan ............
Kabupaten/Kota ... ............o.oe. , selanjuinya

discbut PIHAK KEDUA

alai

Direktur Utama PT/ /Ketua Yayasan/Koperasi*)

........................ berdasarkan Akta Fendirian
Perseroan Terbatas/Yayasan/Koperasi*)
Nomor e tanggal :

bulan ......... tahun .................. Cose=nas=s oo
yang dibuat dihadapan .cec:scousesvsusesscnsss o
Sarjana Hukum, Notaris di ............... , nleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
Dircksi mewakili P'l1/Yayasan/Koperasi ......

yang akta pendirian mana telaih memperoleh

pengesahan ...



pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sebagairnana disakkan oleh Menteri
Kchakiman Republik Indonesia tertanggal .......
bulan ... tahun o (eee-nll)
NOMOr ..o, , Berkedudukan
di e Nomor L
sclanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

seeen

alai

Dircktur Utama BUMN/3UMD .................. !
berdasarkan  Keputusan
[2R75110) gRERS————— Tanggal ...

tentang pengangkatan Direksi BUMN/BUMD,
olch karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama Direksi mewakili BUMN/BUMD
berkedudukan di ............ . Nomor .............
sclanjutnya disebut PIHAK KEDUA.™

Dengan Memperhatikan ¢

I. Undang-Undarg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme: -
N .__:.'_—‘:"--_.'_'..-: LR L T U I R ERE SRl S N 1t apittatn elab

s EE ¢ we i Lok FoR DR TRAS > sl we . A4

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;

‘L)

4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2008:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah. Pemerintahian Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tc knis
Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri D:lam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah:

8. Peraturan Dacrah Kota Bandung Nomor 03 ‘Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keria
Sama:

0. Peraturan Dacrah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang  Urusan Pemerintahan
Dacrah Knta Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... Tabun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisast ... s § v e oo o

11, Peraturan Dacrah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

_Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa
‘Tanah dan/atau Bangunan Miiik Pemerintah Dacrah;

PIHAK ...
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

berikut:" .

. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan sewa kepada PIHAK PERTAMA
schagaimana ternyata dalam ..o oo

5 Bahwa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tindakan hukum pemanfaatai barang milik
dacrah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas melalui mekanisme sewa menyewa ini
tclah memperoleh persctujuan dari Walikota Bandung sebagaimana ternyata dari Keputusan
Walikota Bandung Nomor ............ tanggal ....... tentang ...............

3 DBahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimane
termaksud di atas bersepakat untuk mengadakan sewa menyewa atas tanah yang terletak
di Jalan .............. Nomor ......... RT: v RW. ...... Kelurahan .......... e s
Kecamatan .....:sscommmsesszesex Kota Bandung. Provinsi Jawa Barai. sebagaimana ternyata
dalam Sertifikat ......ovommesenm: NOMIOE «.vvmr i 55 simiss AT <oy wominmvnns Tanggal .. sueemes

dan sclanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan
memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat scbagai berikut :

BAB I
POKOK PERIANIIAN |

Bagian Kesatu
Objck Sewa Menyewa
Pasal |

(1) PIHAK Pi:RTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA
menerima menyewa dari PIAK PERTAMA berupa ¢

= Tanah hak ... SCIUAS ..o vveninnns m* yang terletak di Jalan ...
Nomor .......... RT. ... BRW. s Kelurahan .............., Kecamatan ................ ,
Kota Bandung. Provinsi Jawa Baral. sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak. ...........
ALUS AN oocvvon e siveiasis b ANEEA covismpersiom : '

berikut fasilitas-lasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari Tanah tersebut, yittu
v

(2) Sewa menyewa tanah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ini dimaksudkan untuk
dimanfaatkan sebagai . ....cscomiscoere sonmmmmmeneses oromnmssne ose s s nanssi

Bagian Kcdua

Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 2
(1) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini ditetapkan selama ...... (et /1041 o}
terhitung scjak ditandatanganinya Perjanjian scwa menyewa ini, yaitu mulai tanggal ......
5111 F1 1 (R — tahun ... (.omrom.......) sampai dengan tanggal .. ... .
bulan ............... tahun ..o G ),

(2) Surat Perjanjian Sewa Menycewa sebagaimana ditnaksud dalam Pasal | berakhir apabila :

a. jangka waktu perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,
atau; ’

b. dilakukan pembatalan l’érjanjian Sewa Menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

(3) Dalam hal Surat Perjanjian Sewa Menyewa berakhir karena ketentuan pada ayat (2) huruf a,
herdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka Surat Perjanjian Sewa Menyewa dapat
diperpanjang, dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permohonan
terlebih dahulu kepada PIIIAK PERTAMA dalam jargka waktu 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

7 AN A LI |



(4) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sctelah berakhirnya Surat Perjanjian Sewa
Menyewa., PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Permohonan perpanjangan, maka
PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkan diri dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa
tersebut tidak berlaku lagi.

Bagian Kctiga
Besaran Biaya Sewa dan Tata Cara Pembayaran
Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA membebankan kepada PIHTAK KEDUA untuk membayar biaya sewa
atas objek sewa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan peruntukan objek scwa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang jumlahnya
ditetapkan scbesar :

Untuk Tanah .. ... % x NJOP Tanah x Tuas Tanah/Tahun
Rp. oo 00 (o rupiah)/Tahun.

(2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan sckaligus/seluruhnya pada saat Surat Perjanjian
Sewa Menyewa ini ditandatangani, yaitu pada tanggal ............bulan ............. tahun........

(3) Pembayaran biaya sewa oleh PHIAK KEDUA disctor kepada Kas Dacrah, dan fote cofy
bukti pembayaran tersebut discrankan kepada PIHHAK PERTAMA.

BAB 11
HAK DAN KEWAITIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
[ak dan Kewajiban Piliak Pertama
Pasal 4
Dalam Perjanjian sewa menyewa ini. PHHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
a. menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA scbagaimana ditentukan dalam
Pasal 3:

b. mcnunjuk pcjabat atau pctugas uatuk mcnéawasi pelaksanaar pemanfaatan objek sewa oleh
PIHAK PERTAMA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam penanjlan
sewa menyewa ini;

c. memberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA
melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Scwa Menyewa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Pasal S |
(1) Dalam jangka wakw o (cnam) bulan sctelah Surat Perjanjian Scwa Menycwa ini

dllandalam:,,ml PINAK KEDUA harus segera mempergunakan tanzh tersebut sesuai deng,an
rencana peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).

(2) PIHAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pejabat atau Petugas yang ditunjuk dan/atau
ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan terhadap tanah yang

disewanya.

(3) PIHAK KEDUA wajib memelnhard menjaga dan mengambil langkah-langkah pengamanan
yang dianggap perlu dan hermanfaat terhadap tanah yang disewanya.

(AN DI ALY



(4) PIHAK KEDUA harus membuat tanda-tanda batas/patok secara jelas dan kuat berdasarkan
petunjuk dari PIHAK PERTAMA dan wajib memelihara tanda-tanda batas/patok tersebut
dengan baik schingga tidak mengaburkan batas-batas tanah dan/atau bangunan yang

discwanya.

(5) PIHAK KEDUA wajib membayar scmua tagihan atas pemakaian fasilitas-fasilitas yang
menyatu dan menjadi bagian dari tanah seperti instalast listrik, instalasi ledeng (PDAM) serta
saluran telepon selama masa sewa hingga satu bulan setelah masa sewa berakhir.

(6) Apabila jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (1) telah
berakhir. maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan bargunan objek sewa tersebut dalam
keadaan baik.

(7) Menanggung semua biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan sewa
menyewa ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa dari PIHAK

PERTAMA dengan ketentuan ¢

a. banpunan yang akan didirikan harus sesuat dengan peruntukan sebagaimana diatur dal im
Pasal 1 ayat (2) dan tndak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTR),
Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau Rencana Detail ‘Tata Ruang Kota (RDTRX),
dan sesuai dengan rencana detail sebagaimana terlampir dalam Surat Perianjian Sewa
Menycewa ini:

b. bangunan yang akan didirikan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)
dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

BAB 111
PEMBATASAN IHAK SEWA

Pasal 7
(1) Sclama masa sewa imenyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK
KEDUA dilarang mengalihkan hak sewa kepada Pihak lain, baik sebagian maupun
scluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA. '
(2) Selama masa sewa menyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK

KEDUA dilarang mengontrakan atau menjaminkan objek sewa kepada Pihak lain, baik
sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan objek sewa sehingga bertentangan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RIDTRK). baik sebagian maupun seluruhnya tanpa
sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(4) Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang untuk
membuat saluran air, melakukan kegiatan penggalian seperti menggali batu-batuan, tanah liat
dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalam tanah yanz disewanya.

BAB IV

PEMBATALAN SEWA MENYEWA

Pasal 8
(1) Surat Perjanjian Sewa Menycwa ini dapat dibatalkan apabila :

a. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini maka PIHAK PERTAMA  dapat mcmbatalkan
perjanjian secara sepihak.

b. PIITAK ...
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b, PIHAK PERTAMA memerlukan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan bagi
kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum.

¢ PIHAK KEDUA atas kchendaknya sendiri menghentikan hak sewa tanah dan/atau
bangunan scbagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

(2) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Scwa Menyewa scbagaimana dimaksud pad.a
ayat (1) huruf a, PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu memberikan peringatan .tertulls
sebanyak 3 (tiga) hali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan
pertama.

(3) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Scwa Menyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam
jangka waktu 6 (cnam) bulan schelum pelaksanaan pembangunan dimulai.

(4) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, maka PTHAK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya tersebut secara
tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian schagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka
PINTAK KEDUA wajib mengosengkan dan menycrahkan scluruh obyck sewa mcnyewa
kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lama ...... Lo o o0 s 2 i ) hari terhitung
mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pembatalan diterima olch masing-masing pihak.

(2) Apabila di atas tanah yang disewa tersebut terdapat bangunan yang menjadi milik PIHAK
KEDUA. maka PIHAK KEDUA harus segera melakukan pembongkaran bangunan
termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh PIHAK K.EDUA, sehingga
pada saat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA kondisi objek sewa kembali pada keadaan
semula (kosong).

(3) Bilamana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan
ketentuan schagaimana dimaksud pada ayat (3). PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat
Peringatan Pcmbongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari.

(4) Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Pcmbongkaran
yang ketiga (tcrakhiry PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4). maka akan dilakukan pembongkaran oleh PIHAK PERTAMA
dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada PTHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Semua kerugian akibat terjadinyd pembatalan merupakan tanggung jawab sepenuhnya
masing-masing Pibak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-
masing pihak secara mutatis mutandis.

BABV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 10
(1) Dalam rangka perjanjian sewa menyewa ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitao Undang-
Undang Hukum Perdata.

(2) Apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar biaya sewa menyewa dan/atau membayar
biaya sewa kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, maka
akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besamya
biaya sewa yang terhutang. '

(3) PIHAK ...



(3) PIHAK KEDUA dengan disertai alasan yang tepat dan dapat diterima, dapat mengaju};ar:
permohonan  keheratan atas pengenaan denda keterlambatan kepada Walikota melalui
Pengelola Barang.

(4) Apabila berdasarkan  penilaian . PHIAK PERTAMA, PIIIAK KEDUA terbukti t.elvm
memberikan  data don keterangan  yang tidak benar/palsu dalam rangka pengajian
permohonan Surat Perjanjian - Sewa - Menyewa ini. maka PIHAK PERTAMA akan
memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA scbanyak 3 (tiga) <ali dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender scjak peringatan pertama.

Apabila dalam jangka waktu | (satu) bulan setelah peringatan crakhir scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka PIHAK
PERTAMA dapal memutushan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dan bcrhak mencabut
kembali hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sedangkan jika ada bangunan milik
PIHAK KEDIJA yang dibangun di ates tanah scwa tersebut. maka oleh PIHAK PERTAMA
akan dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan PIHAK PERTAMA berhak
untuk menunjuk pihak lain yang akan menyewa tanpa mendapatkan klaim/tuntutan apapun

dari PIHAK KEDUA.

—
I
~

BAB VI
PENYLELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 1!
(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
mengenai penalsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini,
maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila dengan cara musyawarah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai
penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA  sepzkat menyerahkan
sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.

BAB VII
KETENTUAN LLAIN-LAIN
Pasal 12
(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan
berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK
PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mclaksanakan isi perjanjian ini meskipun
terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak.

Pasal 13

Biaya yang berhubungan dengan peloksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibebankan
kepada PIHAK KEDUA

Pasal 14
Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
yang mempengaruhi perjanjian. sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk mergadakan
perubahan-perubahan dan penyesuaian atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 15

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah
pihak dalam surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa ini.

Pas:l...



Pasal 16

Tentang Surat Perjanjian ini dan segala akibal hukumnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA memiliki tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas 1A Bandung.

Demikian Surat Peijanjian Sewa Menyewa ini discpakati dan ditandatangani bersama olch
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana
termaksud pada awal Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini. Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini
dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing
berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu)
cksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA. ' PIHAK PERTAMA

' Nama Pihak Penyewa Perorangan atau Badan Hukum/Badan Usaha lainnya;

Nomor Surat Perjanjian;

| okasi objek sewa;

' Komparisi disesuaikan dengan Pihak Penyewanya, untuk Perorangan cukup mencantumkan identitas diri
berdasarkan K TP, untuk Yayasan harus dilihat akta pendirian yayasan;

Diisi Nomor Peraturan Daerah dan nama oraganisasi perangkat daerah yang berkaitan pembentukan dan susunan
oraganisasi perangkat daerah;

Premis disesuaikan menurut apa yang akan diterangkan oleh para pihak terlebih dahulu:

Misal : instalasi listrik, instaiasi ledeng (PDAM) serta saluran telepon.

WALIKOTA BANDUNG,
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FAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR - 828 TAHUN 2008
TANGGATL : 17 November 2008

SURAT PERJANITAN

ANTARA
PEMIERINTAI KOTA BANDUNG
DENGAN
i
NOMOR @ !
TENTANG

SEWA MENYEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pada hari ini. ... tanggal ...
yang bertandatangan di bawah ini .

l.

Kepala (SKPD)..ooroo e,
berdasarkan  Keputusan  Walikota Bandung
NoOmor ..o, tanggal ...............
tentang  Pengangkatan sebagai Kepaia SKPD,

Jo  Keputusan  Walikota Bandung Nomor

..................... tanggal
(rentang pengangkatan Kepala SKPD cebuagai
Pengguna Barang Milik Daerah) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Bandung. berkedudukan di Bandung, Jalan
Wastukancana Nomor 2. sclanjutnya discbut
PHIAK PERTAMA.

Tanppal labir ... ... comeess peketiaan .. .ssieses
bertempat tinggal di ... RT/RW......... ,
Kelurahan oo Kecamatan .......... ....
Kabupaten/Kota ..., sclanjutnya

discbut PIHAK KEDUA

alaid

Direktur Ut tama PT/ /Ketua Yayasan'Koperasi*)

. berdasarkan
/\kla I’cndman P(.rscroan Terbatas/Yaya ;an/
Koperasi*) Nomor ............... tanggal ..
bulan .....o0 710 1) o (RO, (--)
vang dibuat dihadapan ...............0 s

Sarjana Hukum, Notaris di ...,
olch karcnanya sah bertindak untul\ d.m atas
nama Dircksi mewakili  P'l/Yayasan/Koperasi
S i, . vang akta pendirian mana
telah munpu()lgh pm;_.uahan dari Menteri

Kchakiman ...



Kchakiman Republik Indonesia sebagaimana
disahkan olch Menteri Kehakiman Republik

Indonesia tertanggal ......... bulan ...
tahun  ..ooovvvvee (emevimeveeee)  Nomor
......................................... , Berkedudukan
di Nomor Sivie nale s ssnalEnss

sddn]ulnya dlscbut PIHAK KFDUA

atau
Dircktur Utama BUMN/BUMD ................... ,
berdasarkan Keputisan  ...:aswsimnsss s

Nomor ............ Tanggal
tentang pengangkatan Direksi BUMN/BUMD
olch karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama  Direksi  mewakili  BUMN/BUMD

.. berkedudukan di ................
Nm nor ... v selanjutnya dlsebut
PIHNAK KE I)UA"

Dengan Memperhatikan ¢

0.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Fahun 1999 tentane Penyelengparaan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme:

Undang-Undang Nomor 32 ‘Tihun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah
diubah untuk kedua kaiinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 ‘Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah;

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan  Barang N ilik
Negara/Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun
2008:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (entang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah. Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

Deraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tcknis
Pengelolaan Barang Miilik Dacrah:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 {ahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja
Sama:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusen Pemerintahan
Dacrah Kota Bandung;

Peraturan Dacrah Kota Bandung Nomor ... Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
(61171110 L | (P — e s .

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah;

. Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Scwa

Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Dacrah:

PIHAK...
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PHIAK PERTAMA dan PHAK KIEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:"

. Bahwa PINAK KEDUA telah mengajukan pumohonan scwa kepada PIHAK PERTAMA
sebagaimana ternyata dalam . ...

. Bahwa PIMAK PERTAMA untuk melaksanakan tindakan hukum pemanfaatan barang milik
dacrah sehagaimana dimaksud pada angka 1 di atas melalui mekanisme sewa menycwa ini
telah memperoleh persctujuar dari Walikota Bandung sdmggnmand ternyata dari chutusan
Walikota Bandung Nomor ............... tanggal ............ tentang ..

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan scbagaimana termaksud
di atas bersepakal untuk mengadakan sewa menyewa atas tanah dan/atau bangunan yang

e

terletak di Jalan ...l Nomor ......... Kelurahan ........oooiiiiiiinn. R
Kecamataa .................... R— Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat, schagaimana ternyata
dalam Sertifikat .................. Nomor .................. Tahun ............ Tanggal ............... .

dan sclanjutrya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan
memakai ketentuan-ketentuar dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB |
POKOK PERIANITAN

Bagian Kesatu
Objek Sewa Menyewa
Pasal |

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan scbaliknya PIHAK KEDUA
menerima menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa :

- Tanah hak ......... SEIUAS . .osumnnis enssans m’ yang terletak di Jalan ......... ...
Nomor ............ RTE oo RW. iin Kelurahan .......... . Kecamatan ..................... s
Kota Bandung Propinsi Jawa Barat. %eba;:mmand t(,rny‘.ta da am Sertipikat Hak .
alas nama . ceieee. vanggal L

dan/atau

- Bangunan ...l yang ludm dari oo (oo ) lantai, dengan luas
bangunan schesar oo m. ya 12_kescluruhannya berdiri di atas Tz nah
Hak ............... SOIAS <im0 - 55 snmibinnis m’ yang terletak di Jalan ..............
Nomor ......... Kelurahan . ....o.ommeasss iS€CamMatan . S ., Kota Bandlmg,
Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam %mmkat Hak socmesnss ATES
NAMA ...vennnnn o, Tanggal oo '

berikut fasilitas-fasilitas yang nenyatu dan menjadi bagian dari Tanah dan/atau bangunan
LRrSEDUL, YATTU ... o

(2) Sewa menyewa tanah dan/atau bangunan schagaimana dimaksud pada ayat (1) ini
dimaksudkan untuk dimanfagtkan SEDARAT .o i .o eomimsississs iapsisssass s b asenss issasaussmsiin
Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Scewa Menyewa

Pasal 2
(1) Jangka waktu perjanjian scwa menyewa ini ditetapkan selama ... (s ) tahun
terhitung scjak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa ini, yaitu mulai tanggal ..........
bulan .................. tahun ... £ 5 0% s Saigiaia wass ) sampai dengan tanggal ..........
bulan .................. tahun ........ccooovienan. (oo s Sk 3 5 )

(2) Surat Perjanjian Scwa Menycewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakhir apabila :

a. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa schagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,
atau:
b, Dilakukan pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

(3) Dalam ...
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3) Dalam hal Surat Perjanjian Sewa Menyewa berakhir Karena ketenivan pada ayat (2) huruf a!,” A
berdasarkan kescpakatan Para Pihak. maka Surat Perjanjian Sewa Menyewa daoat
diperpanjang, dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Pemohonan
terlebih dahulu kepada PIHFAK PERTAMA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan s:*belum,i:
berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Sewa Menyewa. il

(4) Apabila sctclah jangka waktu 3 (liga) bulai sctelah berakhirnya Surat Perjanjian Sewa |
Menyewa, PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Permohonan perpanjangan, maka |
PIHAK KEDUA dianggap tclah mengundurkan diri dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa
tersebut tidak berlaku lagi.

Bagian Kctiga

Besaran Biaya Scewa dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 3
\

(1) PIHAK PERTAMA membebankan kepada PIHAK KEDUA untuk membayar biaya sewal
atas objek sewa sesuai dengan jangka waktu scbagaimana dimaksud dalain Pasal 2 ayat (l),,
dan peruntukan objek sewa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang jumnlahnya/
d:tetapkan sebesar :

1
|

a. untuk Tanah = % x NJOP Tanah x Luas Tanah /Tahun i
Rp. .................()()( ................................. rupiah)/Tahun. | 1
‘dan/atau. |
b. untuk Bangunan = i % X NJOP Bangunan x Luas Bangunan/Tghun
R suusmn s 5000 L P rupiah)/Tahun.
Sehingga seluruh biaya sewa sclama jangka waktu sewa yang harus dibayar oleh PIHAK
KEDUA adalah sebesar Rp. ................ .. O ceiiimsin 0w s s wi wminos o o my s sy rupiah).

(2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan sckaligus/seluruhnya pada saat Surat Perjanjian
Sewa Menyewa ini ditandatangani, yaitu pada tanggal .................. bulan ...............
tahun ............ (coeeeame = ).

(3) Pembayaran biaya sewa olch PIHAK KEDUA disetor kepada Kas Dacrah, dan foto copy
bukti pembayaran tersebut discrahkan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB 11
HAK DAN KEWAIIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hdk dan Kewajiban Pihak Pertama
Pasal 4

Dalam Perjanjian sewa menyewa ini. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan <ewajiban untuk :
a. menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 3:
b. menunjuk nejabat atau petugas untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan objek sewa oleh

PIHAK PERTAMA agar tetap scsuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian

sewa menyewa ini:

c. memberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA

melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa
Menycewa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Scwa Menyewa.

Bagian ...
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(3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah (ungsi peruntukan objek sewa schingga bertentangan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Koia (RTRK), dar/atau
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). baik sebagian maupun seluruhnya tanpa
persetujuan tertalis dari PINHAK PERTAMA.

(4) Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang untuk
membuat saluran air. melakukan kegiatan penggalian seperti menggali batu-batuan, tanah liat
dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalain tanah yanz disewanya.

BAB IV
PEMBATALAN SEWA MENYEWA
Pasal 8

(1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dibatalkan apabila :

a. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud delam
Surat Perjanjian Sewa Menyewa int maka PIHAK PERTAMA dapat membatia kan
perjaniiar secara sepihak:

b. PHIAK PERTAMA memerlukan tanah dansatau bangunan untuk dipergunaken kegiatan
pembangunan dan/atau kepentingan umune:

c. PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendirt menghentikan hak sewa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

(2) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menycwa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan
pertama.

(3) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurut' b, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam
Jangka waktu 6 (eram) bulan scbelum pelaksanaan pembangunan dimulai.

(4) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menycewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c. maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya tersebut secara
tertulis kepada PHHAK PERTAMA.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka
PIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan menycerahkan seluruh obyek sewa menyewa
kepada PIITAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama ......... (cevvieininnnn, ) hari
terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pensbatalan diterima oleh masing-masing pihak.

(2) Apabila di atas tanah yang disewa terscbut terdapat bangunan yang menjadi milik PTHAK
KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus scgera melakukan pembongkaran bangunan
termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sehingga
pada saat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA kondisi objek sewa kembali pada keadaan
semula (kosong).

(3) Bilamana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat
Peringatan Pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari. .

(4) Bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Pembongkaran
vang ketiga (terakhir) PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka akan dilakukan pembongkaran oleh PIHAK PERTAMA
dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Semua kerugian akibat terjadinya pembatalan merupakan tanggung jawab sepenuhnya
masing-masing Pihak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-
masing pihak secara mutatis mutandis.

BAB ...
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KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

(1) Dalam rangka perjanjian scwa menyewa ini. PIHAK PLLRTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitah Undang-
Undang Hukum Perdata.

(2) Apabila PIHAK KFDUA terlambat membayar biaya sewa menyewa dan/atau membayar
biaya sewa kurang dari yang telah ditetapkan scbagaimana ditentukan dalam Pasal 3, maka
akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya
biaya sewa yang terhutang.

(3) PIHAK KEDUA dengan disertai alasan yang (epat dan dapat diterima, dapat mengajukan
permohonan keberatan atas pengenaan denda keteirlambatan kepada 'Walikota melalui
Pengelola Barang.

(4) Apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA terbukti telah
membcrikan data dan  keterangan yang tidak benar/palsu  dalam rangka pengajuan
permokonan  Surat Perjanjitn Sewa  Menycewa ini. maka PIHAK PERTAMA akan
memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertarna. ‘

(5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir sebagaimiina
dimaksud pada ayat (4), PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka PIH,AK
PERTAMA dapat memutuskan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dan berhak mencaut
kembali hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. sedangkan jika ada bangunan m lik
PIIAK KEDUA yang dibangun di atas tanah sewa tersebut. maka oleh PIHAK PERTAMA
akan dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan PIHAK PERTAMA bernak
untuk menunjuk pihak lain yang akan menycwa tanpa mendapatkan klaim/tuntutan apapun
dari PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENYEFLESATAN PIERSELISIHHIAN

Pasal 11

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini,
maka kedua belah pihak sepakar menyelesaikan sccara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila dengan cara musyawarah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
tercapai penyelesaiar,, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan
sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

BAB VII
KETENTUAN I.AIN-LLAIN
Pasal 12
(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA scpakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan
berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK
PERTAMA maupun PIHAK KEDUIA.
(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini rheskipun

terjadi perubahan organisasi dar pimpinan pada kedua belah pihak.

Pasal 13

Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibebankan
kepada PITTAK KEEDUA.
Pasal ...
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Pasal 14

Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
yang mempengaruhi perjanjian sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk mengadakan
perubahan-perubahan dan penyesuzian atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 15

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Sewa
Mcnyewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah
pihak dalam surat perjanjian tambahan atau addendum vang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa ini.

Pasal 1¢
Tentang Surat Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA memiliki tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas IA Bandung.

Demikian: Surat Perjanjian Sewa Mcenyewa ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana
termaksud pada awal Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini. Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini
dibuat dalam rangkap 4 (empat). dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing
berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu)
eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

' Nama Pihak Penyewa Perorangan atau Badan Hukum/Badan Usaha lainnya;
Nomor Surat Perjanjian;

Lokasi objek sewa;

" Komparisi disesuaikan dengan Pihak Penyewanya, untuk Perorangan cukup mencantumkan identitas diri
berdasarkan KTP, untuk Yayasan harus dilihat akta pendirian yayasan; i

*  Diisi Nomor Peraturan Daerah dan nama oraganisasi perangkat daerah yang berkaitan pembentukan dan susunan
oraganisasi perangkat dacrah;

" Premis disesuaikan menurut apa yang akan diterangkan oleh para pihak terlebih dahulu;

™ Jenis Bangunan Gedung/rumah tinggal/satuan rumah susun dan sertipikat disesuaikan dengan jenis bangunan;

™ Misal : instalasi listrik, instalasi ledeng (PDAM) serta saluran telepon.
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